
4. Undang-Undang . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BIAK NTJMFOR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka rneningkatkan kesejahteraan Pegawai 
Negeri Sipil pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selain gaji dan tunjangan 
lainnya, kepadany e. · diberikan tambahan penghasilan 
berdasarkan beoan kerja; 

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan 
tambahan penghasilan untuk memberikan rnotifasi kerja 
guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 
Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Biak Numfor; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, oerlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentar-g Pemberian Tambahan Penghasilan 
Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil pada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020. 

Mengingat : l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 
tentang Pernbentukan Propinsi Irian Barat Dan Kabupaten­ 
Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
2907); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3651 ); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lernbaran 
Negara RepulJlik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4151); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Ncmor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Negara Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884; 
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16. Peraturan Daerah . 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 44381; · 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Ncmor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Nomor 
5587 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nom01· 
4022); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahuo 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
[Lernbaran Jllegara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7i Tahun 2010 tentang 
Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tarobahan Lembaran 
Negara Repuolik Indonesia Nomor 5272j; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 
tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hulrum Daerah (Lembaran 
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036}; 
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7. Be ban kerja . 

4. Kepala Badan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor. 

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
scbagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, 
yang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. 

6. Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah pemberian upah berupa uang 
yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan hitungan 
secara bulanan atas beban pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Biak Numfor 

• 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. 
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Biak Numfor. 

BAB I 
KETE~TUAN UMUM 

Pasal 1 

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERJAN TAMBAHAN 
PFNGHASIL/-\N BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATTJ PINTU KABUP.\TEN BIAK 
NUMFOR TAHUN 2019 

MEMUTUSKAN ; 

17. Pevaturan Daerah Kabupaten Biak Nu.--nfor Nomor l Tahun 
2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(APBD) Kabupaten Biak Numfor (l.embaran Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Nomor l Tahun 2019); 

18. Pcraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 
(!...embaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 
Nomor 2); 

19. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 
2020 ( Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020. 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nurnfor Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Perubahan Pertarna Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Biak Numfor Nornor l Tahun 2019 tentang Pokok­ 
Pokok Pengclolaan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Biak 
Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nurnfor Tahun 
2019 Nomor l); 
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Pembayaran sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 4 ayat (2) dikenakan Pajak 
Penghasilan (PPh) pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pegawai Negeri Sipil golongan Il dikenakan pajak penghasilar, 0 %; 
b. Pegawai Negeri Sipil golongan Ill dikenakan pajak penghasilan 5 %; 
c. Pegawai Negeri Sipil golongan rv dikenakan pajak penghasilan 15 %; 

Pasal 5 

Pasal 6 . 

Pasal 4 
(1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan pada awal bulan berikut. 
(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan daftar hadir Pegawai 

Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pin tu. 

(3) Khusus pembayaran bulan Desember dapat dibayar pada bulan tersebut, 

BAB III 
T/1.TA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Rp. 5.500.000-/ orang/bulan 
Rp 5.000.000-/orang/bulan 
Rp. 4.000.000-/orang/bulan 
Rp. 3.300.000-/orang/bulan 
Rp. 3.000.000-/orang/bulan 
Rp. 2.000.000-/orang/bu!an 
Rp. 1.800.000-/orang/bulan 

a. Eselon II Kepala Dinas 
b. Eselon I!! Sekretaris Dinas 
c. Eselon Iii Kepala Bidang 
d. Eselon IV Kepala Sub Bagian 
e. Eselon JV Kepala Seksi 
f. Staf Golongan III Sebesar 
g. Staf Golongan II 

(1) Besarnya tarnbahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan 
sesuai dengan Jabatan, Eselon dan Sta!. 

(2) Pemberian tambahan penghasilan menurut Eselon dan Staf sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

(2) Tambahan Penghasilan bcrdasarkan beban kerja di bcrikan setiap 1 
(satu) bulan. 

BAB II 

PEMBER!AN TAMBAHAN PENGAHASILAN 
BERDASA.RKAN BEBAN KERJA 

Pasal 2 

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekcrja pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

8. Beban kerja adalah suatu aktifitas pekerjaan yang dilakukan sesuai 
dengan fungsi dan tanggungjawabnya.Tunjangan bekerja adalah tambahan 
penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan 
kesejahtcraan pegawai berdasarkan beban kerja yang menjadi 
tanggungjawabnya. 
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SEMUEL RUMAlKEU~ 
PEMBINA 
NIP. 197305082001121004 
I 

SERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 24 

Diundangkan di Biak 
Pada tanggal 27 Maret Tahun 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

CAP/TTD 
MARKUSO.MANSNEMBRA 

oUPATI BIAK NUMF'OR 
CAP/TI'D 

HERRY ARJO NMP 

---·-- ~inan sesuai dengan~a...,_, _ 

KEPA,bA--MA~~t:l,U.lSJJ..M-.-/ 

Ditetapkan di Biak 
Pada tanggal 27 Maret Tahun 2020 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupatl ini, maka Ketentuan lain yang 
pemah ditetapkan sepanjang isinya sama dan/atau bertentangan dengan 
Pcraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • 

(2) Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan earnpai dcngan 
bulan Januari 2020. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Biak 
Numfor. 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

BAB IV 

a. Daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan bcban kcrja; 
b. Daftar hadir kerja Pegawai sctiap bulan bekerja, 

(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tunjangan Beban Kerja 
untuk penerbitan Surat Periutah Membayar (SPM-LS) Tunjangan Beban 
Kerja tambahan penghasilan bcrdasarkan beban kerja dapat dilengkapi 
dengan: 

Pasal 6 
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